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BAB I. UNDANGAN FENGADAAN LANGSUNG

{kop surat K/L/1DY
Jambi, & Juli 2025

Nomor : 01.02/1PB)-SATPOLFT- KONSTRUKSI/VII/ 202G
Lampiran 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Dirckiur CV. Cemara Perkasa
di - Tempal

Perihal: Pengadaan Langsung uniuk Faket pekerjaan Bimya Pemeliharaan Gedung
Bertingkat (Jambi) pada Dinas Satuan Folisi Famong Fraja Frovinsi Jambi Tahun
Anggaran 2025.

Dengan ini Saudarn kami undang untuk mengikuti proses Fengadaan Langsung secara
clektronik paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket : Biaya Pemelibaraan Gedung Bertingkat (Jambi)
Uraian singkat pekerjaan @ Sesuai Kerangka Acuan Kerju (KAK)
Nilai total HPS : Rp S0911.815,-
Sumber pendanaan : APBD
Tahun Anggaran : 2025
2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamal : UKFB) Provinsi Jambi
Telepon/Fax J
Wehsite LPSE &=

Saudara diminta untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan biaya scria data
kualifikasi secara langsung scsuai dengan jadwal pelaksinaan scbagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tangeal Waktu

4. | Pemasukan dan  Pembukaan | 8 Juli 2025s.d 9 18.00 WIB
Dokumen Penawaran duan Dafa Juli 2025 5.4 08.00
Kualifikasi WIB

b. | Evaluasi, Pembuktian Kualifikasi, | 9 Juli 2023 s.d 9 08.00 WIB
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Juli 2025 s.d Sclesai
Harga

. Penandalanganan SPFK 10 Juli 2025

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi
kami sesuai alamat fersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.
Pejabat Pengadaan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jambi

ud
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BAB II. UMUM

Dokumen Pemilihun ini disusun untuk membantu Pelaku Usaha dalam menyiapkan

Dokumen Fenawaran dan Data Kualifikasi berdasarkan Feraturan Presiden No. 16
Tahun 2018 fenfang Pengadaan Darang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan

aluran lurunannya,

B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada lembar Data
Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKF), maka yang digunakan
adalah ketentuan pada Lembar data Pemiliban (LDF).

C. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singlatan sebagai berikul:

- Pekerjaan Konstruksi

- Pejabat Yang
Fontrak
Pelaku Usaha

- Pelaku Usaha Orang
Asli Papua

- Surai Jaminan

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan  pembangunan  kembali  suatu
bangunan,

Perkivaan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK
yang feluh memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan dan Pajak Perlambahan Nilui

Lembar Data Pemilthan
Fengguna Angzaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Unit Kerjn Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPB]  adalah  unit  kegja  di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Darang/Jasa.

Pejabat Pengadnan
Pejabat Pembuat Komitmen

Yang selanjuinya discbut  Pejabat  Penandalangan
Kontrak adalah Pejabat yang memiliki kewenangan
untuk mengikal perjanjian  alau  menandatangani
Kontrak dengan Penyedin, dapat berasal dari PA, KFPA,
atau FPK.

badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu

yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah
calon penyedin yang merupskan/dimiliki orang asli
Fapun dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat,

adalah Pelaku Usaha yang menvediakan barang/jasa
berdusarkan kontrak,

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Surat Fenunjukan Penyedin Buarang/Jasa
Jaminan fertulis yang dikeluarkan  oleh  Bank
Umum/Terusahaan Penjaminan/Perusahaan

Asuransi/lembagy keunngan khusus yang menjalankan
usahy di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi



Daftar Kuantitas dan
arga/Daftar
Keluaran dan Harga

Masa Pelaksanaan
Pekerjaan (Jangkn
Wakiu Pelaksanaan
Pekerjaan)

-  Keselamatan
Fonstruksi

Konstruksi/Ahli
Kcaclﬂ.mntfln

- Petugas Keselamatan
Fonstruksi

- Biayn Penerapan
SMKK

ehha

untuk  mendorong  ckspor  Indonesii sesian dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan di bidang
Lembaga pembiayaan ckspor Indonesia.

Daftar kuantilas/keluaran yang telah diisi hanga saluan
kuantitas/keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya
yang merupakan bagian dari penawaran,

¢ Jangka wakin untuk melaksanakan pekerjaan dihitung

berdasarkan SPMK sampai dengan serah ferima perfama
pekerjaan,

segala kegialan keteknikan untuk mendukung Fekerjaan
Konstruksi  dalam  mewujudkan  pemenuhan  standar
keamnnan, kesclamatan, keschatan dan keberlanjutan
yang, meniamin  keselamatan  ketcknikan  konstruksi,
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan
publik dan lingkungan.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Rencana Keselamatan Konstruksi

tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di
bidang K3  Konstruksi  dalam  merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan
dengan sertifikat pelatihan den  kompetensi - yang
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi
yang berwenang yang mengacu Standar Kompelensi
Kerju Nasional Indonesin (SKKNI) dan  ketentuan
peraturan perundang-undangan,

orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki
sertifikat  yang  diterbitkan oleh unit kerja  yang
menangani  Keselamatan Konstruksi di  Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang
diterbitkan oleh lembuga atau instansi yang berwenang
yung mengacu  Stunduar Kompetensi Kerju  Nusional
Indonesia (SKKND dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK
dalam setinp Pekerjaan Konstruksi,



BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A UMUM
1. Paket Pekerjaan

dan Identitas
Pejabat

2. Sumber Dana

3. Pelanggaran
Afuran

1.1

1.2

1.4
1.5

1.6

1.7

1.10

Pelaku  Usaha  menyampaikan  penawaran  atas  paket
Pengadaan Langsung Pekerjuan Konstruksi dengan kode
Rencana Umum Fengadaan (RUF) sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Nama pakel pekerjaan scbagaimana tercanlum dalam LDF,

Uraian singkal paket pekerjoan sebagaimana tercantum
dalam LDP,

Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDF.
Pelaku Usaha yung  dilunjuk  berkewajiban  untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan
ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu
sesuni spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

Namn Kementerian/Lembaga/Perangkal Dacrah
sebagaimana lercantum dulam LDP.

Nama Pejabat FPengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Alamat Pejabat Fengadaan sebagaimana fercantum dalam
LDP.

Welsite Kementerian/lembaga/Ferangkat Dacrah
sebagaimana tercantum dalam LDP,

Website SPSE sebagaimana fercantum dalam LDP.

Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS unluk pengadaan
pekerjaan  konsiruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP,

3.1

3.2

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan
tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam
bentuk dan cara apapun, unluk memenuhi keinginan
Pelaku Usaha yang bertentangan dengan Dokumen
Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-
undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan  dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan
Langsung ini.

¢. melakukan persekongkolan dengan peserta luin untuk
mengatur harga penawaran;

d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima oleh Pejabat Pengudaan; dan/atau

e. Meclakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam
pemilihan Penyedia

Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana

dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administrasi

sebagai berikut:

a. digugurkan dari proses Pengadaan Langsung atau
pembalalan penetapan calon Penyedia; dan



4.
Kepentingan

4.1

4.2

+.3

44

afa

b. Sanksi Daftar Hitam.

Para pihak dalam melaksanakan fugas, fungsi, dan
perannya, menghindari  dan  mencegah  perfentangan
kepenlingan baik secara langsung maupun lidak langsung,

Ferfentangan  kepentingan  sebagaimana dimaksud  pada

klausul 4.1 antara lain meliputi:

. Pelaku Usaha Pekerjoan Konstruksi merangkap sebagai
Pejabal Penandatangan Kontrak /Fejabat Pengadaan

pada pelaksanaan pengadaan di
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan/atau
b. yang berwenang unluk menandatangani

kontrak/Pejabat  Pengadaan baik langsung maupun
lidak langsung mengendalikan atau  menjalankan

badan usaha Penyedia.

Pelaku Usaha dilarang melibatkan pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat — Daerah  sebagai
pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau
tenaga kerju kecuali culi diluar tunggungan Negara,

Pescria yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan
kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta,

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

Persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis schagaimana
lercantum dalam LDF meliputi:

5. Persyaraian
Kualifikasi
Pelaku Usaha

a.

b.

C.

d.

-2

f.

Memenuhi  ketentuan  perundang-undangan  untuk
menjalankan kegiatan/usaha,

Memiliki status valid kefcrangan Waijib FPajak berdasarkan
hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;

Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan

perusahaan (apabila ada perubahan);

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri

pada Kontrak yang dibuklikan dengan:

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;

3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai
tetap (apabila dikuasakan); dan

4) Kartu Tanda Penduduk;

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:

1) Tidak akan melakukan prakick korupsi, kolusi, dan/alau
nepotisme;

2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui
terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
dalam proses pengadaan ini;

3) Akan mengikuti proses pengadaan secara  bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja
(licrbaik sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan;

an

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka
1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuni
dengan peraturan perundang-undangan;

Menyetujui Surat pernyataan Peserta berisi:

1) yang bersangkutan dan mangjemennya tidak dalam
pengawasan  pengadilan,  tidak  pailit, dan  kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;

2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi dattar hitam;

4) keikutsertaan yang Dersangkutan fidak menimbulkan
pertentangan kepentingan;

6) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana;
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6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai Kementerian/Lembagn/Perangkat Daerah atan
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai
Kemenlerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang sedang
mengambil cuti diluar langgungan Negara,

7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang,
tercantum dalam Dokumen Femilihan; dan

8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran
yang, disampaikan  benar, dan jika dikemudian hari
ditemukan balwa data/dokumen yang disampaikan tidak
benar dan ada pemalsuan maka peserla  bersedia
dikenakan sanksi administratif, sanksi  pencantuman
dalam daftar hilam, gugatan secara perdata, dan/atau
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuni
dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

g Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan
subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (safu)
pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik
di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang
baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki
pengalaman,

h. Memenuhi  Sisa Kemampuan  Paket  (SKP)  dengan
perhitungan:

SKP = KI' = P, dimana P adalah jumlah Pakel pekerjaan

konstruksi yang sedang dikerjakan,

i. Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang
dipergunakan untuk percepatan pembangunan kescjahteraan
di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Baral, diulamakan
untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

6. Isi Dokumen Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung terdiri dari:
Pengadaan . Undangan Pengadaan Langsung;
Langsung . Instruksi Kepada Feserta (IKF);
. Lembar Data Pemilihan (LDP);
. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
Formulir Dokumen Penawaran:
1} Dokumen Administrasi:
4) Surat Pcnawaran;
2) Dokumecn Penawaran Teknis:
a) Daftar Feralatan; dan
b) Daflar personel beserin daftar riwayat pengalaman
kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandalangan
Kontrak ;
Kriteria personel yang dipersyaratkan:

(1) tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;

(2) hanya  mensyaratkan 1 (satu)  sertifikat
kompetensi kerju untuk setiap personel yang
disyaratkan;

(3) dapat mensyaratkan Petugas K3,

3) Dokumen Penawirun Harga:
a) Harga penawaran sesusi Sural Fenawaran dalam
Dokumen Administrast; dan
b) Daftar Kuanlilas dan Harga/Daflar Keluaran dan
Harga,
«. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Rancangan Surat Perintah Kerju (SPK).

SO AGoTs

D. FENYIAPAN PENAWARAN

7. Dokumen 7.1  Pelaku Usaha menyiapkan Dokumen Fenawaran dan Data
Penawaran dan Kualifikasi sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli,



7.2

7.3

7.4

7.6

7.7

7.8

T

Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi,
Penawaran Teknis, dan Penawaran Harga.

Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:
i Surnl Penawaran, yang didalamnya mencantumbkan:
1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sehagaimana lercantum
dalam LDP;
3) jungka waktu pelaksanaan pekerjuan sebagaimana
tercantum dalam LDP,
4) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
§) tanda tangan oleh:
a) direktur ultama/pimpinan perusahaan; atau
b) penerima kuasa dari divektur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus  koperasi  yang nama
penerima  kuasanya ftercantum  dalam  akta
pendirian beserta perubahan terakhir (apabila
ada perubalian),

b. Sural Kuasa dari direklur utama/pimpinan perusahaan
kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan) yang
numa  penerima kuasanya tercantum  dalam  akta
pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada
perubahan).

Dokumen Penawaran Teknis lendini atas:

a. Daflar isian peralalan; dan

b. Daftar isian personel beserta daftar pengalaman kerja
atau referensi kerja.

Dokumen Penawaran Harga terdin atas:

a. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;

b. Daftar Kuantitas dan Harga (unluk kontrak Harga
Satuan) atau Daftar Keluaran dan Harga (untuk
kontrak Lumsum).

Biaya overfiead (biaya umum) dan Keuntungan serta
semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah
serta yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan
paket Pekerjoan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total
harga penawaran.

Dalam hal pengadaan langsung Pekerjuan Konstruksi
dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00
(limapuluh juta rupiah), komponen/ltem pekerjaan
penyelenggaraan keananan dan keschatan kerja serta
Keselamatan  Konstruksi  dimasukkon delam  Daftar
Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga dengan
besaran biaya sesuai dengan kebutuhan,

Data Kualifikasi terdiri dari Formulir Isian Kualifikasi
harus diisi lengkap dun ditandatangani oleh pihak
sebagaimana tercantum pada klausul 7.3 huruf a butir 5).

E. PENYAMPAIAN PENAWARAN

8. Penyampaian
Penawaran

8.1

8.2

Pelaku Usaha menyumpuaikan Dokumen Penawaran dan
Data Kualifikasi kepada Pejabat Pengaduan sebagaimana
tercantum dalam SPSE.

Dengan menyampaikan penawaran sesuai dengan 8.1
maka Pelaku Usaha telah menyampaikan dan menyetujui:
a. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme;
2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika



mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;

) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersil,
transparan, dan profesional untuk memberikan
hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peratluran
perundang-undangan; dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyalakan
dalam angka 1) 2), dan 3) maka bersedia
menerima sanksi  sesuni  dengan  peraluran
perundang-undangan.

b.  Pernyataan Pelaku Usaha yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya lidak
dalam pengawasan pengadilan, lidak pailit, dan
kegiatan usahanya tidak sedang dihenlikan;

2) Dadan wusaha tidak sedang dikenakan sanksi
daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha
lidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam
lain;

4) keikutsertaan  yang  bersangkutan  tidak
menimbulkan pertentangan kepentingan;

5) yang berfindak untuk dan atas nama badan usaha
tidak sedang menjalani sanksi pidana;

6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan
sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat  Dacrah  alau
pimpinan dan pengurus badan usaha scbagai
pegawai Kementerian/lembaga/Perangkat
Daerah yang sedang mengambil cuti diluar
tanggungan Negara.

c. Permyataan memiliki, mampu, dan bersedia
menyampaikan Sertifikat Kompetensi Kerja Personel
yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
Pengadaan Langsung pada saat klarifikasi/negosiasi.

d. ll:‘:c:rnyam.m komitmen Keselamatan Konstruksi, yang

risi:

[} Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;

2) Menggunakan tenaga kerja kompeten

bersertifikat;

3) Menggunakan peralatan yang memenuhi standar
kelaikan;

4) Menggunakan material yang memenuhi standar
mutu;

5) Menggunakan teknologi yang memenuhi standar
kelaikan;

6) Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur
(SOM; dan

7) Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya
penerapan SMKK.

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI

DAN NEGOSIASI

8. FPembukaan
Penawaran

9.1

9.2

Penawaran Felaku Usaha dibuka sesuai jadwal dalam
Undangan Pengadaan Langsung yang tercantum dalam
SPSE.

Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan penawaran,
yang meliputi:

a. Sural penawaran;

b. Sural kuasa (apabila dikuasakan);

¢. Dokumen penawaran teknis;

d. Dokumen penawaran hargn; dun
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c. Data Kualifikasi.

Pejabat Fengadaan melakukan evaluasi penawaran yang
melipuli:

Evaluasi Administiasi dan Kualifikasi;

. Evaluasi Teknis;

Evaluasi Harga;

. Pembuktian Kualifikasi; dan

Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga,

Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:
a. Penawaran  dinyatakan  memenuhi  persyaratan

administrasi, apabila surat  penawaran  memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 7.3
huruf a butir 6);

2) mencantumkan penawaran harga;

3) masa berlaku surat penawaran tidak kurang dari
waktu sebagaimana tercantum dalam 1LDF; dan

4) jangka  waktu  pelaksanaan  pekerjunn yang
ditawarkan  fidak  melebihi  jangka  wakiu
scbagaimana tercantum dalam LDP.

b. Jikn Pelaku Usaha tidak memenuhi  persyaratan

administrasi,  Fejabal  Pengadaan  menyatakan
Pengadaan Langsung gagal,

. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:

1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur
(pass and i |

2) Evaluasi kelengkapan Formulir Isian Kualifikasi
sesuaj dengan persyaratan kualifikasi pada klausul
5.

3) Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan
izin  berusaha di Dbidang Jasa  Konstruksi
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

8} Masa berlaku SBU tidak memperhatikan
ketentuan registrasi tahunan,

b) Masa berlaku SBU dan izin berusaha di bidang
Jasa Konstruksi yang telah berakhir sebelum
batas  akhir pemasukan Penawaran tidak
diterima dan Pelaku Usaha dinyatakan gugur.

€) Dalam hal masa berlaku SBU dan izin berusaha
di bidang Jusa Konstruksi berakhir setelah batas
akhir pemasukan Penawaran, Pelaku Usaha
harus menyampaikan SBU dan izin berusaha di
bidang Jasa Konstruksi yang sudah diperpanjang
kepada Fejabat Fenandatangan Kontrak pada
saat rapat persispan penandatanganan kontrak,

d) Dalam hal izin berussha Ji bidang Jasa
Konstruksi diterbitkan oleh lembaga Online
Single Submission (OS$), izin berusaha di bidang
Jasa Konstruksi badan wusaha harus sudah
berlaku efeklif pada saal rapal persiapan
penandatanganan kontrak,

4) Persyaratan status valid keterangan Wajib Pajak
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
dapat dikecualikan untuk Pelaku Usaha yang secara
peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki
laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru
berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun
terakhir,

5) Persyaralan akta pendirian perusahaan  disertai
dengan akta perubahan perusalman (apabila ada
perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada
saal pembuktian kualifikasi,

6) Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan
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ketentuan:

a) Rumusan SKP
SKP=KpP=-p
KF = Nilai Kemampuan Paket.
P = Jumlah pakel yang sedang dikerjakan

b) Pelaku Usaha wajib mengisi daftar pekerjaan
yang sedang dikerjakan;

¢) Apabila ditemukan bukii Pelaku Usaha tidak
mengisi  daflar  pekerjaan  yang  sedang
dikerjakan walaupun schenarnya ada
pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka
apabila pekerjnan tersecbul menycbabkan SKP
Pelaku  Usaha  tidak  memenuhi, maka
dinyatakan gugur.

7) Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi
yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan
kesciahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Fapua
Baral, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli
Papua.

8) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan
kualifikasi, Pejabat  Pengadanan  menyatakan
Pengadaan Langsung gagal.

10.3  Evaluasi Teknis:

. evaluasi teknis dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang
memenuhi persyaralan administrasi dan kualifikasi;

b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan
yang disyaratkan;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem
gquaur (pass and fail},

d. Fejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal
yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat pada
klausul 7.4,

e, Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana tercantum dalam klausul 7.4 dengan
ketentuan:

1) Peralalan yang ditawarkan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam LDP; dan

2) Personel yang ditawarkan sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam LDP.

f. Pelaku Usaha yang dinyatakan lulus evaluasi tcknis
dilanjutkan dengan evaluasi harga;

g. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan teknis,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung

gagal.

10.4  Evaluasi Harga:
Unsur-unsur yang dievaluasi adalah:
a. Sebelum evaluasi penawaran dilakukan koreksi
ariimatik dengan ketentuan:

1) koreksi aritmatik dilakukan dengan sccara
olomatis menggunakan SPSE. Apabiln terdapal
kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE,
maka koreksi aritmatik dilakukan secara
manual,

2) hasil koreksi aritmatik mengubah nilai
penawaran,

3) apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS
maka penawaran dinyatakan gugur.

4) volume dan/alau  jenis pekerjaan  yang
tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
dalam penawaran harga disesusikan dengan
volume dan/atau jenis pekerjnan  yang
tercantum dalam Dokumen Femilihan.

5) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara
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volume dengan  harga satuan  pekerjaan,
dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku
adalah  hasil perkalian sebenamya. Dengan
ketentuan  harga satuan  pekerjaan  yang
ditawarkan tidak boleh diubah,

6) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan
dianggap sudah termasuk dalam harga saluan
pekerjann yang lain dan harga satuan pada
daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan
kosong,

7) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam
daflar kuantitas dan harga disesuaikan dengan
jenis  pekerjaan  yang  tercantum  dalam
Dokumen  Pemilihan  dan  harga  satuan
pekeriaan dimaksud dianggap nol.

8) hasil korcksi aritmalik dapat mengubah urutan
peringkat penawaran.

Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan

dengan nilai P8, jika melebihi nilai HPS tidak

dinyatakun  gugur sebelum  dilukukan  Klarifikasi
teknis dan negosiasi harga,

Dalam hal terdapat harga satuan penawaran yang

nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh

persen) dari harga satuan yang tercantum dalam

HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:

1) apabila harga satuan  terscbut  dapat
dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga
pasar maka harga satuan terscbut dinyatakan
tidak timpang;

2) apabila harga satuan dinyatakan timpang maka
harga terscbut hanya berlaku untuk volume
sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, Jika
lerjadi penambahan volume terhadap pekerjaan
yang harga satuannya dinyatakan timpang
maka pembayaran terhadap volume tambahan
tersebut didasarkan harga satuan hasil negosiasi
dan telah discpakati.

Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya

nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi dan

kegiatan tersebut  harus tetap dilaksanakan,

Harganya dianggap fermasuk dalam total harga

kontrak.

10.5 Pembuktian Kualifikasi:

a.

b.

Pembuktian  kualifikasi dilakukan jika peserta

memenuhi persyaratan kualifikasi.

Fejabat  Pengadaan  menyampaikan  undangan

pembuktian  kualifikasi dengan mencantumkan

pemberitahuan mekanisme pelaksanasn pembuktian
kualifikasi. FPelaksanaan  pembuktian  kualifikasi
dilakukan sccara daring kepada Peseria Penujukan

Lanzsung.

Pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara daring

dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Pesertu Pengaduan Langsung mengirimkan foto
dokumen asli yung diperlukan secara elektronik
kepada akun resmi Pejabal Pengadaan.

2) Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari
kamera/telepon genggam lanpa proses edit.

8) Perlemuan pembuktian kualifikasi  dilakukan
melalui media video call dan didokumentasikan
dalam format video dan/atau foto.

Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan
secara  luring/tatap  muka,  apabila ticlak
memungkinkan diluksanakan secara daring.
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e. Dalam undangan pembukhan  kualifikas  sudah
menyebutkan  dokumen yang wapib  dibawa  oleh
peseria pada sant pembuktian kualifikasi

. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar SPSE (o/Tie)
denzan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan
untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen
yang akan dibuktikan,

& Apabila peserta tidak dapat menghadini pembuklian
kualifikasi dengan alacan vang dapat diterima, maka
Pejabat  Pengadaan  dapat memperpanjang  waktu
pembukiian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari
kerja.

h. Dalam hal peserta tidak hadir karena tdak dapat
mengakses dala  konlak (misal akun email alan no
telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat
mengakses atau alazan tekniz apapun dari sisi peserta,
maka resiko sepenuhnya ada pada peserta,

i, Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian
kualifikasi adalah:

1) Direksi yang namanya ada  dalam  akta
pendirian/perubahan  atau  pihak  yang  sah
menurut akta pendirian/ perubahan,

2) Penerima kuasa dari dircksi yang nama penerima
kuasanya tercanfum dalam akta
pendirian/perubahan;

3) Fihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri
pembuktian kuahifikasi selama berstatus sebagai
tenaga kerja tetap dan memperoleh kuasa dari
Direksi  yang namanya ada dalam  akla
pendirian/perubahan  atau pihak yang sah
menurul akta pendirian/ perusahaan;

4) kepala cabang perusahaan yang diangkat olch
kanlor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik; atau

5) pejabat yang menurut Peganjian Kerja Sama
Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.

j.  Pembuktian kualifikasi  dilakukan dengan
memverifikasi  kesesuaian  data  pada  informasi
Formulir elektonik isian kualifikasi puda SPSE atau
fasilitas lain yang disediakin dengan dokumen asli,
salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang dan meminta salinan dokumen
terscbut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang
disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian
kualifikasi dapat dilakukan
klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.

k. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti
keabsahan pengalaman pekerinan scjenis, dicvaluasi
dengan cara melihat dokumen kontrak ashi dan Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan dan pekerjaan yang
telah diselesaikan sebelumnya,

[, Apabila peserta lidak hadir dalam  pembuklian
kualifikasi dan/atau telah diberikan  kesempatan
sesuai  dengan  19.7 namun telap tidak dapat
menghadiri pembuktian  kualifikasi, maka peserta
dinyatakan gugur.

m. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan
pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan
sanksi Daftar Hitam,

10,6  Klarifikasi teknis dan negosiasi harga:
a. Pejabal Pengadaan melakukan klarifikasi tekms dan
negosiasi harga.
b. Negosinsi harga dilakukan berdasuwkan nilai HPS dan
rincian HFS,
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membuat Rerita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
d. Apabila Klarifikasi teknis dan negosiasi hargn tidak
mencapai  kesepakatan, maka  Pejabat  Pengadaan
menyatakan Fengadann Langsung gagal,

Pejabal Pengadaan membual Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.

Berita Acara Hlasil Pengadaan Langsung harus memuat

hal-hal sebagai berikut:

A tangeal dibuatnya Berita Acara

b. nama dan alamat Pelaku Usaha;

¢. lolal harga penawaran dan total harga hasil negesiasi,

d. dokumen penawaran dan  data kualifikasi  Pelaku
Usaha;

¢ unsur-unsur yang dievaluasi; dan

f. keterangan-keterangan  lain  yang  dianggap perlu
(apabila ada),

G. FENERBITAN SFPB] DAN FENANDATANGANAN SPK

12.Penerbitan
SFry]

121

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

Pejubat  Pengadaan  menyampaikan Berita Acara Hasil
Pengadaan  Langsung  kepada  Fejabat  Penundatangan
Kontrak  sebagai dusur unfuk  menerbitkan  Surat
Fenunjukan Penvecdin Barang/Jasa (SPPBJ).

Pelaku Usaha yang ditunjuk wajib menerima keputusan

tersebut, dengan ketentuan;

a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan
alasan vang dapat diterima secara obyektif oleh Fejabat
Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih
berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak
dikenakan sanksi apapun;

b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan
alasan yang lidak dapat diterima secara obyektif oleh
Pejabat Pengadaan dan masa penawarannya masih
berlaku, maka Pelaku Usaha dikenakan sanksi Daftar
Hitam; atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk
karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka
Pelaku Usaha yang bersangkutan fidak dikenakan
sanksi apapun.

Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SFFB]
dan mengunggah hasil pemindaian SPPDJ yang telah
diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPB] fersebul
melalui SFSE kepada Pelaku Usaha yang ditunjuk.

SPPR] diterbitkan paling lambal § (lima) hari kerja selelah
Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Beritn Acara
Hasil Pengadaan Langsung,

Dalam hal DIPA/DFA belum terbit, SPPB) dapat ditunda
diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas
yang berwenang,

SPPB] ditembuskan kepada APIP,

SPK ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Pejabal Penandatangan Kontrak menginputkan dmta SFK
dan mengunggah hasil pemindaian dokumen SPK yang
telah ditandatangani pada SPSE.



13.Penandatangan

12.9

13.1

13.2

Apabila Pelaku Usaha yang ditunjuk mengundurkan diri,
maka Pejabat  Pengadaan menyalakan  Pengadaan
Langsung gagal. "

Pejabal  Penandatangan  Kontrak dan  penyedia  wajib
memeriksa konsep SFK yang melipuli subslansi, bahasa,
redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf
pada setiap lembar SPK.

Pejabal Penandatangan Konirak menandatangani SFK atas
nama  FPenyedia adaloh  sebagaimana  dimaksud pada
klausul 7.3 huruf a butir 5).



